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BUPATI ACEH BARAT DAYA 
PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA 
NO'MOR Bf TAHUN 2019 

TENT ANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 
SARANA DAN PRASARANA DAYAH/PESANTREN/BALAI PENGAJIAN/ 

TAMAN PENbIDIKAN AL~QUR'AN DAN RUMAH PENGAJIAN PADA 
DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH 

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

Menimbang: 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPAtI ACEH BARAT DAYA, 

a. bahwa sesuai dengan visi dan misi Bupati Aceh Barat Daya dalam t 
rangka melaksanakan pembangunan, pengembangan sarana . · 
prasat··· •··· ... ana .. Dayah··· /Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendid.ikan · ( .. -
Al-Q·u····· .. r· 'an .· dan. ru.· mah pengajian pada Dinas Syari'at Islam dan v •· 
Penditlikan Dayah sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan , 
masyarakat yang mampu melahirkan generasi muda yang dapat 
memfungsikan dirinya di tengah masyarakat; · 

b. bahwa untuk mengikutsertakan kelompok masyarakat dalam 
pelak$anaan misi sebagaimana tersebut pada huruf a, 
pelaksanaannya dilaksanakan melalui swakelola yang 
mengikutsertakan peran panitia pembangunan dan 
pengembangan, masyarakat setempat dan santri; 

c. bahwa pelaksanaan melalui swakelola sesuai dengan ketentuan 
Pasa1 23, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 58 Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemetintah; 

d. bahwa sehubUhgan dengan perubahan nomenklatur Dinas 
Pendidikan Dayah menjadi Dinas Syari'at Islam berdasarkan 
Qantin Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 T~hun 2017 tentang 
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Kabupaten Aceh Barat Daya dan penyesuaian beberapa ketentuan 
terkait mekanisme penyaluran dana sebagaimana tercantum 
dalam lampiran. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 45 
Tahu:h 201 7 ten tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan 
Dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/ Pesantren/ 
Balai Pengajiart/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah 
Pengajian pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat 
Daya, perlu mentabut Peraturan Bupati dimaksud; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan 
Perattlran Bupati Aceh Barat Daya tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan 
Prasatana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan " 
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Mengingat 

Al-Qur'an dan Rumah Pengajian pada Dinas Syariat Islam dan 
Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya; 

1. Und~hg-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan
Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indortesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3039); 

2. Undarig-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Keistitti.ewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran 
Negat'~ Nomor 3893); 

3. Undarlg-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kahtipaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten 
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang 
di Prb'Vinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik 
Indohesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4179); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

5. Und~g-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negar. a .. ·.·.. (Le.mbatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor l 
5, Tarilbahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem · 

Peren··.· .... c .• • .. ~.aa. n Pe.·mbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik l9 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Nomot 4421); ' 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undaflg-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atastlndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, TS.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55'Tahun 2007 tentang Pendidikan 
Agari1a dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahuri. 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4769}; 

10. Peratt.lran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Bararlg/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahufi 2018 Norr1or 33); 

11. Peratttran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
untuk keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Ment~ri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peratfiran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedo:i:han Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 
Pedortian Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Reptiblik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

13. Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh 
Darussalam Tahun 2008 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah 
Nomot 15); 

14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Dayah 
(Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh 
Nompt 109); 

15. Perattiran Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang 
Pendidikan Dayah di Aceh; 

16. QanUfi Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Hibah untuk Dayah/Pesantren, Balai Pengajian, Taman 
Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Rumah Pengajian sei-ta Bantuan 
untuk Majelis Taklim dan Petugas Keagamaan. 

17. Qanufi Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pemb····.e.ntukan d. a. n Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat l 
Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 
8, Tathbahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) 

sebag·. 8.i. ·m.ana te.·1· a .• h diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat \J 
Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun 
Kabupaten Aceh Barat Daya No.mar 8 Tahun 2016 tentang 1 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat 
Daya "(Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 
5, Tam.bahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122); 

18. PeratUran Bupati Aceh Barat Daya Nomor 65 Tahun 2017 ten tang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat 
Daya (Berita Kabllpaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 65); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PETUNJUK 
TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 
SARANA DAN PRASARANA DAYAH/ PESANTREN/BALAI 
PENGAJIAN/TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN RUMAH 
PENGAJIAN PADA DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH 
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. 
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya. 
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya 

disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat 
Daya; 
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5. Penggunaan Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang 
ditetapkan oleh Bupati yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Anggaran 
SKPK; . . 

6. Pejabat Pembtiat Komitlnen selanjutnya di sebut PPK adalah Pejabat yang 
menangani :t>elaksanaan kegiatan pada Dinas Syari'at Islam dan 
Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat/ ditetapkan 
oleh Kepala Oinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah; 

7. Pejabat Pelak~ana Teknis Kegiatan selanjutnya disebut PPTK adalah 
Pejabat yang'. diangkat atas usul Pejabat Pembuat Komitmen dan 
ditetapkan oleh Pehgguria Anggaran; 

8. Pengelola Tekhis adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas Syari'at Islam dan 
Pendidikan O~yah Kabupaten Aceh Barat Daya dari Instansi terkait yang 
bertugas melB.kuka.n monitoring mulai pelaksanaan kegiatan dengan 
selesai pekerjaan 1 OOo/o(seratus persen); 

9. Panitia Pembangunan, 'Pengembangan Dayah/ Pesantren, Balai Pengajian, 
Taman Pendidikart Al Quran dan Rumah Pengajian adalah unsur yang 
terdiri dari · Ketua, Sekretaris, Bendaharadan Anggota yang dipilih/ 
ditunjuk dan' ditetapkart oleh Pimpinan Dayah/ Pesantren, Balai Pengajian, 
Taman Pendi4ikan Al Quran dan Rumah Pengajian dengan mengetahui 
Keuchik Gampong. seterfipat; 

10. Penyedia Jas~ Kohsultasi bertanggung jawab terhadap perencanaan dan 
pengawasan fisik yang ditunjuk oleh Penggunaan Anggaran/ Kuasa 
Pengguna Barhng. 

11. Dayah/Pesantren/Balai Pengajian?Taman Pendidikan Al Quran dan 
Rumah Penga.Jian adalah lembaga pendidikan formal dan non formal yang 
santrinya berlempat dan atau tidak bertempat tinggal di asrama/ bilik 
dalam lingkurigan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan 
Al Quran dafi Rumah Pengajian yang memfokuskan pada Pengkajian 
ajaran-ajaraiftslam dart tlmu Pengetahuan lainnya. 

12. Dayah Salafiyah adalah lembaga pendidikan Dayah yang mefokuskan diri 
pada kajian ajaran agatna Islam dengan mengutamakan kitab kuning dan 
ilmu pengetahuan 1ainrtya. 

13. Dayah Terpatlu/ Modern adalah lembaga pendidikan Dayah yang 
kurikulumnya dipadukan antara Kementrian Agama dan Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

14. Dana Pemba.rigunan dan Pengembangan adalah dana yang diberikan oleh 
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Syari'at Islam dan 
Pendidikan :bayah kepada Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman 
Pendidikan Al Qur'an dan Rumah Pengajian dengan sistem Swakelola baik 
fisik maupurl hon fisik. 

BAB II 

Pasal 2 

Petunjuk Teknis;Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana. dan 
Prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an 
dan Rumah Pe:rtgajian pada Dinas Syar~'at Islam dan Pendidikan Dayah 
Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 3 

Petunjuk Tekni~ sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman 
dalam pelaksartaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 
Dayah/Pesantren Balai Pengajian Taman Pendidikan Al Qur'an dan Rumah 

\ 
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Pengajian pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh 
Barat Daya dalam Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor 45 Tahun 2017 tehtang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan 
Dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/ Pesantren/Balai 
Pengajian/Tamafi Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian pada Dinas 
Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat 
Daya. 

Diundangkan di Blangpidie 
pada tanggal ~i ~~ 2019 M 

3 R~1441H 

~ SEKRETARIS DAERAH ~Ii 
\ KABUPAT~A~TDAY~/ 

Ditetapkan di Blangpidie 
Pada tanggalZ,6~,,,.~ 2019 M 

~ tu.L - 1441 H 

~PATIACE~YA, ~ 
AKMAL IBRAHIM 

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR 81 



Lampiran: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor &t Tahun 2019 
Tanggal y J>t?~ 2019 M 

30 Vt~1 1441 H 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMGEMBANGAN 
SARANA DAN PRASARANA DAYAH/PESANTREN/BALAI PENGAJIAN/TAMAN 

PENDIDIKAN AL-QUR*AN DAN RUMAH PENGAJIAN PADA DINAS SYARI'AT ISLAM 
DAN'PENb!DIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

A. Umum 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1. Dalam pembukaan UUD 1945 Amandemen keempat, disebutkan bahwa salah 

satu tujuan Neg!l.ra Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan 

kehidupan Bangsa dalam Pogram Pembangunan Nasional (Propenas) 

Q disebutkan bahwa titik berat pembangunan diarahka.n antara lain bidang 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai motor penggerak 

pembangunan, baik melalui pendidkn Formal maupun non formal. 

2. Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan bagian dari Provinsi Aceh sesuai 

dengan UndangwtJndang Nomor 4 Tanun 2002 tentang pembentukan 

Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, 

Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintah Aceh yang memiliki kewenangan Bidang Agama, Pendidikan, adat 

dan peran Ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Selanjutnya untuk 

melaksanakan Urtdang-Undang yang tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten 

CJ Aceh Barat Daya telah menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 

8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Kabupaten Aceh 

Barat Daya, Penterintah Kabupaten Aceh Barat Daya mengambil kebijakan 

yang berhubungafi dengan kegiatan pembangunan dan pengembangan Sarana 

Prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'ari dan 

Rurmah Pengajian. 

3. Dayah/ Pesantten adalah Lembaga Pendidikan Islam yang Santrinya 

Bertempat Tinggal di Asrama/bilik dalam lingkungan Dayah/Pesantren yang 

memfokus pada pengkajian ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al

Qur'an,Hadits. Kitab-kitab kuning dan ilmu pengetahuan lainnya; 

4. Balai Pengajian adalah lembaga pendidikan Islam yang santrinya tidak 

bertempat tingga1 di asrama/bilik dalam lingkungan Balai Pengajian yang 

memfokuskan pada pengkajian ajaran-ajaran Islam dan Ilmu Pengetahuan 

lainnya; 

\J 



5. Taman Pendidikan Al-Qur'an merupakan lembaga pendididkan Islam yang 

menyelenggarakah pendidikan kepada anak-anak usia dini; . 
6. Rumah Pengajiari adalah tempat Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan 

dirumah-rumah masyarakat; 

7. Untuk terlaksanariya pencapaian Tujuan dan sasaran Dinas Syari'at Islam dan 

Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap tercapainya tugas 

pokok dan fungslnya sesuai dengan Qanun Aceh Barat Daya Nomor 8 

Tahun2016tentarig Petnbentukan dan susunan Perangkat Kabupaten Aceh 

Barat Daya. 

B. Pengertian 

Dalam pengertian Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daetah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut 

Pemerintah K.abupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 

0 Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten. 

@ 

2. Satuan Kerja Perangkat. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya 

disingkat SKPK ~dalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya; 

3. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang 

ditetapkan oleh l3upati yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Anggaran 

SKPK; 

4. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang 

menangani pelaksanaan kegiatan pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan 

Dayah Kabupaten Aceh Ba.rat Daya yang diangkat/ ditetapkan oleh Kepala 

Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah; 

5. Pejabat Pelaksat\a Teknis Kegiatan selanjtnya disebut PPTK adalah Pejabat 

yang diangkat a.tas usul Pejabat Pembuat Komitmen dan ditetapkan oleh 

Pengguna Anggaran; 

6. Pengelola Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas Syari'at Islam dan 

Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Dayadari Instansi terkait yang 

bertugas melaktikan monitoring mulai pelaksanaan kegiatan dengan selesai 

pekerjaan 100°/o (seratus persen); 

7. Panitia Pembarigunan, Pengembangan Dayah/Pesantren, Balai Pengajian, 

Taman Pendidikl:m Al-Qur'an dan Rumah Pengajian adalah unsur yang terdiri 

dari Ketua, Sekretaris, Sendahara dan Anggota yang dipilih/ditunjuk dan 

ditetapkan oleh Pimpinan Dayah/Pesantren, Balai Pengajian, Taman 

Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian dengan mengetahui Keuchik . . 
Gampong setempat; 

\} 



8. Penyedia jasa Konsultansi bertanggung jawab terhadap perencanaan dan 

pengawasan fisik yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 

atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. 

9. Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah 

Pengajian adalah lembaga pendidikan formal dan non formal yang santrinya 

bertempat dan atau tidak bertempat tinggal diasrama/bilik dalamlingkungan 

Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah 

Pengajian yang :tnemfocuskan pada pengkajian ajaran-ajaran Islam dan ilmu 

pengetahuan lainnya. 

10. Dayah Salafiyah adalah lembaga pendidikan Dayah yang memfocuskan diri 

pada kajian ajaran agama Islam dengan mengutamakan kitab kuning dan 

ilmu pengetahuan lainnya. 

11. Dayah Terpadu/Modern adalah lembaga pendidikan Dayah yang 

kurikulumnya tlipadukan antara Kementerian Agama dan Kementerian 

0 Pendidikan dan kebudayaan. 
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12. Dana pembangunan dan pengembangan adalah dana yang diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Syari'at Islam dan 

Pendidikan Dayah kepada Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman 

Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian dengan sistim Swakelola baik 

fisik mau pun non fisik. 

C. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Petunjuk teknis dikeluarkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan 

dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai 

Pengajian/Tama.tl Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian sebagai acuan 

dan panduan pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan DayahKabuP.aten 

Aceh Barat Daya.. 

2. Tujuan 

Tujuan kegiatart pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana 

Dayah/Pesantrert/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah 

Pengajian adaiah: 

a. meningkatkari sarana. dan prasarana untuk menunjang proses belajar 

mengajar dalam rangka peningkatan mu tu pendidikan 

Dayah/Pesarttren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan 

Rumah Pengajian; 

b. meningkatkan mutu pendidikan bagi santri Dayah/Pesantren/Balai 

Pengajian/Tatnan Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian, dan; 

\} 



c. meningkatkart manajemen pendidikan Dayah/Pesantren/Balai 

Pengajian/Tartian Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian; 

D. Strategi Pencapaian 

Untuk pencapaian sasaran dan tujuan tersebut, perlu dilakukan strategi sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan pembangurtan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai 

Pengajian/Tama:fi Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian yang 

diprioritaskan pada ruartg belajar /bale, asrama/bilik, kantor, mush::i.lla, 

ruang serba guna, perpustakaan, Mobiler, labotarium, pagar, dapur, tempat 

wudhuk, MCK, prasarana jalan, sarana/ prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai 

Pengajian/ TaniJ.n Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian dan fasilitas 

pelengkap lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

2. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Dayah/ Pesantren/ 

0 Balai Pengajian/ Ta.man Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian dengan 

sistem swakelola (Specifik Grant) dan melibatkan panitia pembangunan/ 

pengembangan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al

Qur'an dan Rurtiah Pengajian, santri serta masyarakat sekitar lokasi. 

0 

3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) dilaksanakan antara Pengguna Anggaran (PA) 

atau Kuasa Pertgguna Artggaran (KPA) dengan Panitia Pembangunan dan 

Pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ 

Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian sesuai dengan perjanjian 

dan petunjuk teknis serta tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga. 

4. Panitia Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Dayah/ 

Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah 

Pengajian bertafiggung jawab terhadap pelaksanaan fisik, administrasi dan 

keuangan. 

5. Berita Acara Serah Terima dari Panitia Pembangunan dan Pengembangan 

Saran dan Prasarana, Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman 

Pendidikan Al~Qur'an dan Rumah Pengajian kepada Pimpinan Dayah/ 

Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah 

Pengajian yang disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), 

Konsultan Pengawas dan diketahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta 

Pejabat Pelaksan.a Teknis Kegiatan (PPTK). 

BAB II 

KEBIJAKAN UMUM 

A. Pembangunan Saran dan Prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ 

Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian. \) 
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1. Pembangunat1 Saran Prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ 

Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian yang memenuhi 

persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya. 

2. Prioritas Petnbangunandan Pengembangan Saran Prasarana Dayah/ 

Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah 

Pengajian adalah yang memerlukan pembangunan baru, pekerjaan 

lanjutan, reriovasi, rehabilitasi dan pengadaan mobiler. 

B. Alokasi Dana 

1. Alokasi Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran 

Pendapatan dan Belanda Kabupaten (APBK), Otsus/Migas dan Sumber 

Dana lainnya yang sah cian tidak mengikat pada Dinas Syari'at Islam dan 

Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya. 

2. Alokasi dana yang telah ditetapkan, digunakan untuk membangun . 
fasilitas Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an 

dan Rumah Pengajian sesuai kebutuhan yang diperlukan. 

3. Besaran dana yang dapat dibantu untuk pembangunan dan 

pengembangan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan 

Al-Qur'an dan Rumah Pengajian dengan kebutuhan dan kemampuan 

Anggaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. 

C. Pelaksanaan Pethbangunan Sarana dan Prasarana 

1. Karakteristik utama pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Dayah/ 

Pesantren/ aalai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah 

Pengajian dilakukan dalam bentuk swakelola antara Pengguna Anggaran 

(PA) atau Kuasa Pengguha Anggaran (KPA) dengan panitia Pembangunan 

dan Pengenibangan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman 

Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian melalui Surat Pengajian Kerja 

(SPK). 

2. Pelaksanaa.h pekerjaan pembangunan sarana dan prasaran dilakukan 

seca Swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat kecuali 

pekerjaan yang memerlukan kea.hlian khusus, dapat dilibatkan pihak 

ketiga setelah mendapat persetujuan dan Dinas Syari'at Islam dan 

Pendidikan Dayah Ka bu paten Aceh Barat Daya. 

3. Penyaluran . dana bantuan pembanguna dan pengembangan sarana 

prasaran da1am bentuk swakelola, oleh Pengguna Anggaran (PA) atas 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan 

Dayah yang ditransfer langsung melalui rekening Panitia Pembangunan 
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dan Pengembangan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman 

Pendidikan Al··Qur'an dan Rumah Pengajian. 

A. Struktur Organisasi 

BAB III 

ORGANISASI 

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana 

prasaranaDayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an 

dan Rumah Pengajian melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi/Satuan 

Kerja terkait. 

Struktur Organisasi dan Keanggotaannya sebagai berikut: 

1. Tim Pembina 

a. Bupati Aceh Barat Daya; 

b. Wakil Bupati Aceh Barat Daya; 

c. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. 

2. Tim Organisasi 

a. Asisten Petnerintahan Sekdakab 

b. Staf Ahli i3idang Pemerintahan dan Pelaksanaan Keistimewaan Aceh. 

c. Kepala Din.as Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

1. 

Barat Daya. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Kepala Dirlas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Camat setempat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya. 

3. Tim Teknis 

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan (PPTK). 

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegratan 

adalah Pejabat yang menangani pelaksanaan kegiatan pada Dinas 

Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya yar1g 

ditetapkart dengan Keputusan Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan 

Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya. 
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b. Pengelola feknis 

Pengelola 1'eknis adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas Syari'at Islam 

dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya dari Instansi 

terkait yang bertugas melakukan monitoring mulai pelaksanaan 

kegiatan sampai selesai perkerjaan 100°/o (seratus persen). 

c. Panitia Petnbangunan dan Pengembangan 

Panitia Pembangunan dan Pengembangan Dayah/ Pesantren/ Balai 

Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian adalah 

unsur yan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Camat. 

d. Perencana 

Adalah Konsultan yang ditetapkan oleh Dinas Syari'at Islam dan 

Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk 

merencan.akan/Desaign pembangunan sarana dan prasarana Dayah/ 

Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah 

Pengajian. 

e. Pengawas 

Adalah Kbnsultan yang ditetapkan oleh Dinas Syari'at Islam dan 

Pendidikari Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengawasi 

pekerjaan petnbangunan sarana prsarana Dayah/ Pesantren/ Balai 

Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian. 

B. Tugas 

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Dayah/ 

Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah 

Pengajian masing-thasing Instansi terkait sebagai berikut: 

1. Tim Pembina 

Melakukan pembinaan serta memberi arahan dan masukan terhadap 

pelaksanaan pembangunan dan pengembangansarana prasarana Dayah/ 

Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah 

Pengajian. 

2. Tim Koordinasi 

Tim Koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan kelancaran 

tugas-tugas di masing-masing lokasi kejadian; 

b. memantau dan memberi masukan terhadap pelaksanaan kegiatan 

tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan (PPTK); 

c. melaporkan hasil peman.tauan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan. 
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3. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mempunyai 

tugas sebagai berikut: 

a. menyusun RKA-SKPK; 

b. menyusun DPA-SKPK; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran bela.hja; 

d. melaksanakati anggaran SKPK yang dipimpinnya; 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memrintahkan pembayarannya; 

f. melaksanakart pemungutan penerimaan bukan pajak; 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas 

anggaran yarig telah ditetapkan; 

h. menandatangani SPM; 

i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjwab SKPK yang 

0 dipimpinnya; 

tr) 
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J. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi 

tanggungjawa:b SKPK yang dipimpinnya; 

k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang 

dipimpinnya; 

1. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya; 

m. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya 

berdasarkan Ruasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan 

n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah 

melalui Sekretaris Daetah; 

4. Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana ditnaksud pada angka 3 dapat: 

a. melimpahkah sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna 

Anggaran. 

b. pelimpahan sebahagian kewenangannya sebagaimana tersebut dalam 

huruf a diatas berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran 

SKPK, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, 

kompetensi, dan / atau rentang kendali dan pertimbangan objektif 

lainnya. 

c. Pelimpahan kewenangan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas 

ditetapkan oleh Kepala Daerah, atas usul Kepala SKPK. 

d. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya 

kepada Pengguna Anggaran. 

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

(PPTK) mempurtyai tugas sebagai berikut: 
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a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan 

c. menyiapkan dokumert anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan 

dokumen anggaran dimaksud, baik dokumen administrasi kegiatan 

maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan 

pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang

undangan. 

6. Panitia pembafigunan dan Pengembangan srana prasarana Dayah / 

Pesantren/ B~ai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah 

Pengajian, merrtpurlyai tugas sebagai berikut: 

a. mengusulkari Rencana Pembangunan yang dibutuhkan dalam bentuk 

Proposal den~an seluruh persyaratan admnistrasi ditujukan kepada 

Bupati Aceh Barat Daya c/q Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan 

Dayah; 

0 b. melaksanakah kegiatart pembangunan dan pengembangan sarana 

prasarana Dayah/ Pesahtren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al

Qur'an dan Rtlmah Perlgajian; 

0 ' . 

c. menyediakan tertaga kerja lokal dengan melibatkan masyarakat setempat; 

d. menyediakari material untuk melaksanakan pembangunan dan 

pengembangitn srana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ 

Taman Pendfdikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian sesuai dengan 

kegiatan yarig telah direncanakan; 

e. melaksanakafl pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar 

rencana yang telah disepakati berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK); 

f. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

rencana yang elah ditetapkan; dan 

g. mempetanggllngjmyabkan pengeluaran biaya sesuai dengan ketentuan 

perundang-Ufidangan yang berlaku. 

7. Perencana meinpuhyai tugas sebagai berikut: 

a. bertanggung jawab langsung secara teknis terhadap hasil perencanaan 

Dayah/ Pesantren/ Baiai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan 

Rumah Pertgajian kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna 

Anggaran pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kaupaten 

Aceh Barat. Daya. 

b. berkoordinaii dengan PPK, PPTK, Pengelola Teknis, Panitia pembangunan 

dan Pengeriibangan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman 

Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian. 

c. hasil pekerjaan konsultan perencana dituangkan dalam : 

1) Gambar Rencana; 
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2) Reancana Anggaran Biaya (RAB); 

3) Spesifikasi Teknis. 

8. Pengawas 

Pengawas dalarn melaksanakan tugasnya : 

a. bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna 

Anggaran Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh 

Barat Daya terhadap pelaksanaan pengawasan pembangunan dan 

pengembangan bayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan 

Al-Qur'an dan Rutnah Pengajian. 

b. berkewajibafr uhtuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan 

fisik sesuai dengan gambar / desaindan melakukan koordinasi dengan 

konsultan perencana, PPK, PPTK, dan Pengelola Teknis; 

c. berhak mene~ur pelaksana atau panitia pembangunan baik secara lisan 

maupun sedrra tulisi:in terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan 

0 rencana yang telah ditetapkan dan juga dapat menghentikan pekerjaan 

yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan juga dapat 

menghentikah pekerjaan apabila terdapat pekerjaan yang menyalahi 

ketentuan teknis dan persyaratan yang dianggap fatal bagi keselamatan 

bangunan minusia; 

0 . 

d. untuk solusi dah petbaikan, pengawas melakukan koordinasi dengan 

PPK, PPTK, Konsulfan Perencana, Pengelola Teknis dan Panitia 

Pembangunah; 

e. berkewajibart membuat laporan berkala mengenai kemajuan fisik 

dilapangan;dan 

f. berkewajibart membuat berita acara kemajuan terhadap pekerjaan 

pembangurian dan pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ 

Balai Pengajfan/ Taman Pendidikan Al-Qur'an. 

BAB IV 

MEKANISME PELAKSANAAN 

1. Pemilihan dan Penetapan Lokasi 

a. Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya 

menyampaikan usulah penerima bantuan pembangunan pengembangan 

sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan 

Al-Qur'an, .. sesuai dengan proposal yang diajukan oleh Panitia 

pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ 

Balai Pengajiah/ Taman Pendidikan Al-Qur'an berdasarkan hasil evaluasi 
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dan verifikasi atau survey yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

b. penerima bantuan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 

Dayah/ Pesantren/ Ba1ai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an 

ditetapkan dehgan Keputusan Bupati. 

2. Kriteria Prioritas Jehis Sarana dan Prasarana 

a. jenis sarana dan Prasarana yang dipilih antara lain bangunan baru, pekerjaan 

lanjutan, renovas!, rehabilitasi dan penataan lingkungan, yang meliputi ruang 

belajar /bale, asrama/bilik1 kantor, mushalla, ruang serba guna, 

perpustakaan, pengadaan mobiler, pagar, dapur, tempat wudhuk, MCK, 

sarana/prasararia Dayah/ Pesantren dan fasilitas pelengkap lainnya. 

b. pelaksanaan pembangunan harus berupa konstruksi standar dengan 

mendaygunakart tenaga setempat dan megutamakan bahan produksi dalam 

negeri, serta la.yak untuk dilaksanakan dengan mekanisme pelaksanaan 

@ swakelola dan tidak menimbulkan dampak negatif nbagi lingkungan. 

0 

BABV 

MEKANISME PENYALURAN DANA 

A. Pencairan Dana · 

Mekanisme pencaira dana dilakukan dengan cara : 

1. Pengajuan SPP Tahap I dilakukan setelah Surat Perjanjian Kerja (SPK) 

ditanda tangani oleh PA/ KPA dengan Panitia pembangunan dan 

pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ 

Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian; 

2. Untuk pengajuan SPP 't'ahap II dan III dilakukan setelah laporan 

pertanggungjawaban diserahkan oleh Panitia Pembangunan dan 

pengembangan sarana prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ 

Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian; 

3. Panitia Pemb~ngunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/ 

Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qu:r'an dan Rumah 

Pengajian diwajibkan membuka nomor rekening bank. 

B. Tahapan Pencairan Dana 

Pencairan dana pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/ 

Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah 

Pengajian penyalurannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pembayaran, yaitu : 

a. pencairan tahap pertama 40°/o dari keseluruhan dana swakelola, apabila 

panitia pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah 
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(Pesantren) telah siap untuk melaksanakan swakelola dengan melengkapi 

dokumen pengajuan penarikan dana tahap pertama sebagai beriku t : 

1) Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan melampirkan gambar dan Rencana 

Anggaran Biaya; 

2) Berita Acara Pembayaran Tahap I; 

3) Daftar Re:hcarta Kegiatan; 

4) Bukti Tartda Terima; 

b. Pencairan Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dan swakelola, dengan 

ketentuan tedebih dahulu mempertanggungjwabkan kemajuan pekerjaan 

tahap pertain.a 30°/o (Tiga Puluh Persen) dan melengkapi dokumen

dokumen pehtairan dana tahp kedua, sebagai berikut: 

1) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap I. 

2) Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap I, Progress foto 40°/o yang 

disiapkan 6leh Konsultan Pengawas. 

3) Buku Kas Umum (BKU) 

4) Bukti Tarida Terima 

c. Pencairan Tahap ke IIIsebesar 30°/o dari keseluran dana swakelola, dengan 

ketentuan terlebih dahulu mempertanggung jawabkan kemajuan 

pekerjaan Tahap II 70°/o (tujuh puluh persen) dan melengkapi dokumen 

pencairan clan.a Tahap III, sebagai berikut: 

1) Berita Acata Kemajuan Pekerjaan Tahap II. 

2) Laporan Remajuan Pekerjaan Tahap II, Progress Foto 70o/o yang 

disiapkan oleh Konsultan Pengawas. 

3) Buku Kas Um um (BKU). 

4) Bukti Tanda Terima. 

d. Laporan Akhir Pekerjaan, meliputi: 

1) Buku Kas Um um (BKU). 

2) Berita Acara Kemajuan Akhir Pekerjaan ( 100°/o). 

3) Laporan Kemajuan Pekerjaan. 

4) Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan. 

5) Laporan Final Konsultan Pengawas, Laporan Akhir dan Foto Progress 

100°/o. 

Metode Pelaporan 

BAB VI 

PELAPORAN 

Laporan kemajuan pekerjaan diperlukan dalam rangka pengendalian, evaluasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dan pengem bangan sarana 

prasarana Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al-Qur'an dan 
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Rumah Pengajian dari Panitia Pembangunan Kepala Dinas Syaria't Islam dan 

Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya secara akurat dan tepat waktu 

melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan 

• Survey, Evaluasi dan Verifikasi; 

• Penetapan lokasi; 

• Penyiapan gmbar desain dan RAB; dan 

• Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK). 

b. Tahap Pelaksanaan 

• Penyerapan dana; 

• Pelaksanaan pekerjaan fisik;dan 

• Pengendalian/ Evaluasi 

c. Tahap Pengawasan 

• Pelaksanaan pembangunan diikuti dengan pengwasan; dan 

• Menindaklajuti permasalahan yang diahdapi dilapangan. 

d. Tahap Laporan 

• Laporan Kemajuan Pekerjaan yang memuat Laporan Harian Mingguan dan 

Bulanan terdfri dari: 

• Laporati Pekerjaan Tahap I; 

• Lapora.ii Pekerjaan Tahap II; 

• Laporan Pekerjaa.11 Tahap III; 

• Lampirah Format dari Laporan Pekerjaan Tahap III; 

• Laporan Akhir Pekerjaan; 

• Surat Pemyataan Tanggung Jawab Konsultant; dan 

@ • Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. 

tUPATIAC~A,\ 

AKMAL IBRAHIM 


